
  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 
NOMOR: 42 TAHUN 2021 

TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUFATI BUALEMO, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 56 Ayat 1 huruf e, dan pasal 62 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Azas 

Keadilan, Kepatutan, Rasionalitas dan Manfaat kepada 

Masyarakat, 

b. bahwa belanja Hibah digunakan untuk menunjang capaian 

sasaran tujuan program kegiatan pemerintah daerah yang di 

anggarkan dalam APBD, sesuai dengan kemampuan keuangan 

Daerah dalam menunjang tungsi pembangunan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boalemo 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Boalemo tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan 

Sosial, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 1/8, Yambahan Lembaran Negara Kepublik 

Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3965): 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 
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10. 

11. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZULI tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ZU14 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara kepublik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi 

Undang - Undang (Lembaran Negara Kepublik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 
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Menetapkan : 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6233): 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157): 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655), 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Intormasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Kepublik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klasifikasi,  kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Repebulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati daiam rangka penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri 
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10. 

dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaiiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 

anggaran SKPD. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

Tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

2 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko 
sosial. 

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, tenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjaniian Hibah yang bersumber dari 

APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya 

disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu 

SKPD untuk penerbitan Surat bPermtah Membayar 

Langsung. 

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang 

digunakan /diterbitkan oleh SKPD untuk penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA- 

SKPD kepada pihak penerima Hibah atau Bantuan Sosial. 

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya 

disingkat SP2D-LS adalah Dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa 

Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

Pemerintah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah Bupati dan 

perangkat daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Kabupaten Boalemo. 

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boalemo yang 

karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Kabupaten Boalemo. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Boalemo. 

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Boalemo. 

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut Bapppeda adalah Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan 
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23. 

24. 

25. 

Aset Daerah Kabupaten Boalemo. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 

26. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 

(5) 

(6) 

(satu) atau beberapa Program. 

BAB II 

HIBAH 

Bagian Umum 

Pasal 2 

Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memberikan Hibah 

kenada: 

a. pemerintah pusat, 

b. pemerintah daerah lain, 

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah, dan/atau 

d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia. 

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. uang: dan 

b. barang atau jasa. 

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a diberikan secara langsung kepada penerima. 

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b diberikan secara langsung kepada 

penerima. 

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan 

dacran dan setelah mermiprioritaskan pemenunar 

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program 

dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai 

urgensi dan kepentingan daerah. 

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi kriteria paling sedikit: 
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a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan: 
b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat: 
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali: 

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 

tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten Boalemo dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, dan 

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

Pasal 3 

. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan 

kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah 

administrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo. 

. Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada 

daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pemerintah daerah laim yang bersangkutan. 

. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan untuk 

meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten 

Boalemo dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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6. kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan 
atau lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 

memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh 

Menteri Dalam Negeri atau Bupati, 

Il. Yang bersitat nirlaba, sukarela bersitat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat 

kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui pengesahan 

atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau 

Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya, 

dan 

2. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

7. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum yayasan atau organisasi masyarakat yang 

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 4 

1. Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas, 

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah atau sebutan lainnya, 

dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Kabupaten Boalemo dan/atau badan atau lembaga yang 

berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah 

Kabupaten Boalemo untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah. 

2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. telah terdaitar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia, 
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b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten 

Boalemo, dan 

c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Boalemo. 

Bagian Kedua 

Pengusulan 

Pasal 5 

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan atau 

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menyampaikan 

usuian Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa 

secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan TAPD 

Kabupaten Boalemo dan Kepala SKPD sesuai 

urusan/tugas fungsi sebelum Penetapan KUA PPAS dan 

Perubahan KUA PPAS. 

2. Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan 

dan satu proposal Hibah untuk kegiatan atau 

barang/jasa yang sama. 

Pasal 6 

1. Usulan tertulis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 

lain, BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

S ayat (1) terdiri dari: 

a. surat permohonan, dan 

b. proposal. 

2. Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hurut a dan hurui b ditandatangani oleh: 

a. pemerintah pusat ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, 

b. pemerintah daerah lain ditandatangani oleh Kepala 

Daerah, dan 

c. BUMN atau BUMD ditandatangani oleh Direktur Utama. 

d. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit memuat: 

1. proposal Hibah berupa uang: 

aj). identitas dan alamat pengusul, 

b). latar belakang, 

c). maksud dan tujuan, dan 

d). rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran 

Biaya. 

2. proposal Hibah berupa barang/jasa: 

a). Identitas dan alamat pengusul, 

b). Latar belakang, 
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c). Maksud dan tujuan: 

d). Jenis barang/rincian pekerjaan jasa, 

e). Volume, harga/rincian biaya barang/jasa, dan 

N. Lokasi pemberian barang/iasa. 

Pasal 7 

1. Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) terdiri dari: 

a. surat permohonan, 

b. proposal, dan 

c. kelengkapan dokumen administrasi. 

2. Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hurut a dan hurut b ditandatangani oleh 

Ketua/Pimpinan badan, lembaga atau organisasi 

kemasyarakatan. 

3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

paling sedikit memuat: 

a. proposal Hibah berupa uang: 

1) identitas dan alamat pengusul, 

2) latar belakang: 

3) maksud dan tujuan, dan 

4) rmcian rencana penggunaan Hibah/kincian 

Anggaran Biaya. 

b. proposal Hibah berupa barang/jasa: 

identitas dan alamat pengusul, 

latar belakang: 

maksud dan tujuan, 

jenis barang/rincian pekerjaan jasa, 

volume, harga/rincian biaya barang/jasa, dan 

6. lokasi pemberian barang/jasa. 

4. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

huruf c, paling sedikit terdiri dari: 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan 

badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, 

b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah 

mendapat pengesahan dari Kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia 

N
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atau Peraturan Bupati tentang pembentukan 

organisasi/ lembaga atau dokumen lain yang 

dipersamakan, 

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, 

. fotokopi surat keterangan domisili dari Kelurahan 

setempat atau sebutan lainnya, 

e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari 

instansi yang berwenang, 

ap
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f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau 
dokumen lain yang dipersamakan, 

g. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermeterai 
cukup yang tercantum dalam Format 1.2 Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, dan 

h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama 

badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk 
Hibah berupa uang. 

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b, huruf c dan huruf f dikecualikan bagi: 

a. tempat ibadah: 

b. majelis taklim: 

c. taman/tempat pendidikan Al-Ouran, yang dikelola oleh 

kelompok masyarakat secara sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan. 

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

hurut b dan hurut e dikecualikan bagi badan atau lembaga 

yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (6). 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Usulan 

Pasal 8 

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan 

kelayakan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa 

barang/jasa secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta 

untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan. 

. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan. 

. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi 

yang ditetapkan oleh kepala SKPD. 

. Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan 

lapangan terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau 

mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya. 

. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan 

ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam 

hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim 

evaluasi. 

. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti 

kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan. 
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7. Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi dan 

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

kepada Kepala SKPD. 

. TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana 

kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 9 

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala SKPD dapat 

melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 

Bagian Keempat 

Penganggaran 

Pasal 10 

. Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang atau jasa 

dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan 

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 11 

TA an entin Mani em yearar ng yaaa, JT aan, klan ma gali “some man NT 5 Lan - 51 Nom Man Pita An iphen ma. Tangan” nie aa 3 ak ym 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan 

pada DPA-SKPD ke dalam program dan kegiatan/sub 

Kegiatan, kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, 

dirinci menurut objek Hibah, rincian objek, dan sub rincian 

objek. 

1, 

N)
 

Pasal 12 

Berdasarkan APBD atau perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), daftar nama penerima, 

alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam 

lampiran Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD 

atau perubahan APBD. 

. Bentuk jampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Kelima 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 13 

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah 

berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau 

DPPA-SKPD. 

Pasal 14 

1. Penetapan penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa 

didasarkan pada Peraturan Daerah tentang 

APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai 

penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD. 

2. Daftar penerima Hibah berupa uang dan/atau Hibah 

berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal 

barang/jasa yang akan diHibahkan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati yang diproses oleh SKPD. 

3. Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menjadi dasar penyaluran Hibah. 

Paragraf 2 

NPHD 

Pasal 15 

1. Setiap pemberian Hibah berupa uang dan/atau berupa 

barang/jasa terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 

(PA) dan penerima Hibah berdasarkan DPA-SPKD atau DPPA- 

SKPD. 

2. NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

pemberi dan penerima Hibah, 

tujuan pemberian Hibah, 

besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima, 

. hak dan kewajiban, 

tata cara penyaluran/penyerahan Hibah, dan 

tata cara pelaporan Hibah. 

3. SKPD melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan: 

a. Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah, 

b. DPA-SKPD dan nilai besaran Hibah dalam Peraturan Daerah 

tentang APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai 

penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD, dan 
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c. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima Hibah sebelum 

mengajukan permohonan. 

. Bentuk NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

. Bentuk NPHD berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

. Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat 

dalam NPHD, Kepala SKPD dan penerima Hibah dapat 

melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan surat permohonan 

pencairan Gari calon penerima Hibah. 

Paragraf 3 

Pencairan Hibah Berupa Uang 

Pasal 17 

. Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten 

Boalemo kepada penerima Hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD dan pakta integritas. 

. Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan 

Hibah kepada Kepala SKPD dilengkapi dokumen 

administrasi, meliputi: 

a. Surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana 

Anggaran Biaya penggunaan Hibah yang telah 

disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima 

sesuai daitar nama penerima, alamat penerima dan 

besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD, 

NPHD, 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus: 

Fotokopi rekening bank yang masih aktif, 

Kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap 

ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi 

penerima Hibah atau sebutan lainnya, 

i. Pakta integritas Hibah bermeterai cukup, dan 

g. Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibuat dalam rangkap 2 (dual). 
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4. Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau 
bertahap. 

5. Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap 
dan sah oleh SKPD, maka Kepala SKPD melakukan proses 
pencairan. 

6. Bentuk pakta integritas Hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruit ti tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 18 

. Dalam hal pada saat usulan pencairan Hibah berupa 

uang terjadi pergantian pimpinan 

badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan penerima 

Hibah, harus dibuktikan dengan surat keputusan 

pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga 

yang bersangkutan. 

. Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan 

badan /lembaga/organisasi kemasyarakatan maka 

pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/ lembaga 

yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya 

sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan 

musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun 

anggaran berkenaan. 

. Apabila sampai batas akhir pencairan tahun anggaran 

berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah 

dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi 

anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang bersangkutan dibatalkan. 

Paragraf 4 

Penyaluran Hibah Berupa Barang/Jasa 

Pasal 19 

. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai 

DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

. Kepala SKPD selaku PA/KPA mencatat barang atau jasa hasil 

pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
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kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja 
Hibah barang dan jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa 
yang akan diserahkan kepada penerima Hibah tahun anggaran 
berkenaan. 

. Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa 
belum dapat disalurkan maka PA/KPA mencatat barang/jasa 

sebagai barang persediaan atau barang dalam proses 

pengerjaan. 

Pasal 20 

. Penyaluran Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada 

penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD 

Gan pakta integritas. 

. Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai 

dengan berita acara serah terima. 

. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima Hibah 

barang/jasa. 

Pasal 21 

selaku PA atau Pengguna Barang, kepada penerima Hibah 

setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut: 

a. berita acara serah terima Hibah barang/jasa bermeterai 

cukup, dicap dan ditandatangani, 

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus, 

Cc. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas 

bermeterai cukup, dan 

d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat dalam rangkap 2 (dua). 

. Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh 

Kepala SKPD, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan. 

. Bentuk berita acara serah terima Hibah barang/jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang- 

kurangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati imi. 
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Bagian Keenam 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 22 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 
atas pemberian Hibah meliputi: 

1. Usulan permohonan dari calon penerima Hibah kepada Bupati: 

2. Keputusan Bupati tentang Daftar penerima Hibah: 

3. 

4. Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan 

NPHD, 

bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan 

material penggunaan Hibah, dan 

bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau 

bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah 

berupa barang/jasa. 

Pasal 23 

. Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: 
Sd lamaran mana man— Hihah: 2. laporan peneseunoan Hibah: 

b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang 

menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah dipergunakan 

sesuai dengan NPHD, dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah 

berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima Hibah berupa barang/ jasa. 

. Bentuk laporan penggunaan Hibah sebagaimana 

Ginaksud pada ayat (1) huruf & tercaniuu Galau 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

. Bentuk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan 

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

. Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan 

material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. 

. Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan 

huruf b kepada Bupati melalui Kepala SKPD untuk Hibah 

berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat 1 

t 
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(satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai 

atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya. 

. Kepala SKPD melakukan pemantauan, evaluasi dan/atau 

teguran untuk percepatan penyampaian 

pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

. Ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kesesuaian 

penggunaan Hibah dengan NPHD menjadi pertimbangan 

SKPD dalam mengevaluasi usulan permohonan Hibah 

berikutnya. 

. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima 

Hibah selaku objek pemeriksaan. 

Pasal 25 

. Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi: 

a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui 

Kepala SKPD, 

b. laporan keuangan, paling sedikit memuat: 

1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai 

RAB, 

2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah, 

3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah 

sampai dengan realisasi kegiatan, 

4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilaporkan dan 

dijelaskan rencana penggunaan sisa dana Hibah, dan 

5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. laporan kegiatan, paling sedikitmemuat: 

1. pendahuluan, 

2. pelaksanaan kegiatan, 

3. hasil pelaksanaan kegiatan, dan 

4. penutup/ kesimpulan. 

. Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan 

tanggung jawab bermeterai cukup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, 

ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh: 

a. PA untuk Pemerintah Pusat, 

b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah lain, 

c. Direktur Utama untuk BUMD atau BUMN, dan 

d. Ketua/Pimpinann badan, lembaga, atau organisasi 

kemasyarakatan. 
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Pasal 26 

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat oleh 
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Hibah, objek belanja Hibah uang/barang/jasa, rincian objek 

dan sub rincian objek. 

Pasal 27 

Realisasi Hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai 

standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 

anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan 

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III 

BANTUAN SUSIAL 

Bagian Umum 

Pasal 28 

1. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang. 

2. Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memberikan 

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

3. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Pasal 29 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2) meliputi: 

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami 

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, 

ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan/atau 

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, 

kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang 

lan yang berperan untuk melindungi individu, kelompok 

dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko 

sosial. 
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Pasal 30 

. Bantuan Sosial kepada masyarakat dan lembaga non 

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 

a dan huruf b merupakan Bantuan Sosial yang 

direncanakan dan sudah jelas nama, alamat penerima dan 

besarannya pada saat penyusunan APBD atau perubahan 

APBD. 

2. Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, 

terdiri dari: 

a) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

direncanakan, dan 

b) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

. Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau 

keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 

besarannya pada saat penyusunan APBD atau perubahan 

APBD. 

. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk 

kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat 

diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau perubahan 

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu 

dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

Pasal 31 

. Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan kepada 

masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan usulan dari 

masyarakat dan lembaga non pemerintahan. 

. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(2) hurut a berdasarkan usulan dari: 

a) Individu, keluarga, dan/atau 

b) usulan Kepala SKPD. 

. Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling tinggi 50Y6 (lima puluh persen) dari pagu 

Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. 

. Batasan pagu usulan dari Kepala SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk Bantuan 

Sosial yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Boalemo 

yang ditetapkan oleh Bupati. 
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Pasal 32 

. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. selektif, 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

2. Kriteria selektit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut 

a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada 

calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan risiko sosial. 

. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. memiliki identitas yang jelas, dan 

b. berdomisili di Kabupaten Boalemo. 

. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut c diartikan 

pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus 

diberikan setiap tahun anggaran. 

. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan 

Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 

penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan 

Sosial meliputi: 

a. rehabilitasi sosial, 

b. perlindungan sosial, 

c. pemberdayaan sosial, 

d. jaminan sosial: 

e. penanggulangan kemiskinan, dan 

f.penanggulangan bencana. 

Pasal 33 

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 

(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani 

risiko dari guncangan dan kerentanan social seseorang, 

keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan 

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 
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. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. 

. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk 
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga maupun 

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang 

ditujukan untuk rehabilitasi. 

Pasal 34 

. Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang 

diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial. 

. Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima yang meliputi: 

a. beasiswa bagi anak miskin, 

b.yayasan pengelola yatim piatu, 

c.nelayan miskin, 

d.masyarakat lanjut usia, 

e. masyarakat terlantar, 

f. masyarakat penyandang disabilitas: 

g.tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, 

dan/atau 

h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian 

Bantuan Sosial. 

. Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima 

yang meliputi: 

a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa 

swasta dan masvarakat tidak mampu: 

b. bantuan perahu untuk nelayan miskin, 

c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna 

sosial, 

d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, dan/atau 

e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian 

Bantuan Sosial. 

da 
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Bagian Kedua 

Bantuan Sosial yang Direncanakan 

Paragraf 1 

Pasal 35 

Usulan Individu, Keluarga, Masyarakat dan/atau Lembaga Non 

Pemerintah 

L. Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non 

pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan 

Sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang 

yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala 

SKPD sesuai urusan/tugas dan fungsi dan Kepala Bapppeda 

paling lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

ditetapkan. 

. Setiap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan 

dan/atau satu proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan atau 

barang yang sama. 

Pasal 36 

. Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berupa: 

a. Surat Usulan, paling sedikit memuat: 

a. identitas pengusul, 

b. alamat pengusul, dan 

c. maksud dan tujuan, 

b. Contoh Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada hurut 

a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

c. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 

Il. fotokopi Kartu Tanda Penduduk: 

surat pernyataan tanggung jawab, 

surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan 

setempat, dan 

4. fotokopi rekening bank yang masih aktif. 

Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berupa: 

a. proposal, paling sedikit memuat: 

identitas pengusul, 

alamat pengusul, 

latar belakang, 

maksud dan tujuan, dan 

rencana penggunaan Bantuan Sosial/ Rencana 

Anggaran Biaya atau kebutuhan barang untuk 
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Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang 

barang. 

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 

1. 

2. 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan 

lembaga, 

fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang 

telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang 

membidangi hukum atau Keputusan Bupati tentang 

pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain 

yang dipersamakan, 

. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, 

. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari 

Kelurahan setempat: instansi yang berwenang: 

. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah 

atau dokumen lain yang dipersamakan, 

.surat pernyataan tanggung jawab bermeterai 

cukup, dan 

. salman rekening bank yang masih aktit atas nama 

lembaga. 

Paragraf 2 

Usulan Kepala SKPD atas Bantuan Sosial Yang 

Direncanakan Berupa Uang Kepada Individu dan/atau 

Keluarga. 

Pasal 3/ 

. Kepala SKPD dapat mengajukan usulan tertulis 

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang 

kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a kepada 

Bupati. 

.Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat II) 

berdasarkan pendataan SKPD dan tanpa 

permohonan tertulis dari individu dan/atau 

Keluarga. 

. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

() paling sedikit memuat data: 

a. Nama calon penerima Nomor Induk Kependudukan, 

alamat, usia, jenis kelamin: dan 

b. besaran Bantuan Sosial. 

. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berupa data softcopy dalam bentuk PDF dan/ atau 

hardcopy. 

. Surat usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

. Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara formal 

dan material atas data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak bermeterai cukup. 

Paragraf 3 

Evaluasi Usulan 

Pasal 38 

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (Il) 

melakukan evaluasi terhadan kelengkanan, keahsahan dan 

kelayakan usulan Bantuan Sosial baik berupa uang atau 

berupa barang secara tertulis dan dokumen terkait lainnya 

serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi 

usulan. 

. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan. 

. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi 

yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD. 

. Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan 

lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan 

koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait 

lainnya. 

. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan 

kelayakan usulan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil 

penelitian administrasi vang ditandatangani oleh tim evaluasi. 

. Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial untuk meneliti 

kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di 

lapangan. 

/. Bentuk hasil penelitian administrasi dan bentuk berita acara 

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

. Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi 

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

kepada Kepala SKPD. 

Pasal 39 

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), Kepala SKPD dapat 
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melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 40 

. Dalam hal hasil penelitian administrasi peninjauan 

lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah 

sesuai atau berdasarkan data usulan Kepala SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Kepala 

SKPD mencantumkan alokasi anggaran Bantuan Sosial 

berupa uang dan/atau berupa barang dalam rencana 

Kerja SKPD. 

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab penuh secara tormail dan material 

terhadap alokasi pemberian Bantuan Sosial berupa 

uang dan/atau berupa barang. 

. Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai dasar pencantuman dalam Rencana Keria 

Pemerintah Daerah dan untuk selanjutnya dituangkan 

dalam KUA-PPAS atau perubahan KUA-PPAS. 

. TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana 

kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan 

daerah. 

Paragraf 4 

Penganggaran dan Pelaksanaan 

Pasal 41 

. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan 

berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang 

direncanakan dalam APBD atau perubahan APBD 

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasai 42 

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan 

berupa barang dianggarkan pada DPA-SKPD ke dalam 

program dan kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja 

operasi, ienis belanja Bantuan Sosial, obiek belania 

Bantuan Sosial yang direncanakan, rincian objek, dan 

sub rincian objek. 

Pasal 43 

1. Berdasarkan APBD atau perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, daftar nama 
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penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan 

Sosial dicantumkan dalam lampiran. 

. Bentuk lampiran daftar nama penerima, alamat penerima 

dan besaran Bantuan Sosial dalam Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD atau perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 44 

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan 

berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD 

atau DPPA-SKPD. 

Ll. 
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Pasal 45 

Penetapan datitar nama penerima Bantuan Sosial 

berupa uang atau barang didasarkan pada Peraturan 

Bupati mengenai Penjabaran  APBD/Penjabaran 

Perubahan APBD. 

. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati yang diproses oleh SKPD. 

Paragrai D5 

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang 

Pasal 46 

Penerima Rantuan Sosial! yang direncanakan berupa 

uang mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan 

Sosial melalui Kepala SKPD dilengkapi dokumen 

administrasi, meliputi: 

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial, yang 

dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan 

Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, 

alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturati bupati nengenai Perjavbarati 

APBD/Penjabaran Perubahan APBD dan Keputusan 

Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan 

Sosial, 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif, 

d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan 

ditandatangani penerima Bantuan Sosial, 
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e. pakta integritas Bantuan Sosial bermeterai cukup, 

dan 

fl Dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan jika diperlukan. 

. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua). 

. Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan 

berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau 

bertahap. 

. Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPD, maka Kepala 

SKPD melakukan proses pencairan. 

. Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara formal 

dan material terhadap proses pencairan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

. Bentuk pakta integritas kantuan Sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 6 

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang 

Pasal 47 

. Kepala SKPD melakukan proses pengadaan barang 

sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

. Kepala SKPD mencatat barang hasil pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kelompok 

Belanja operasi jenis belanja Bantuan Sosial, objek 

belanja Bantuan Sosial barang, rincian objek Bantuan 

Sosial dan sub rincian objek tahun anggaran 

berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima 

Bantuan Sosial. 

Pasal 48 

. Penyerahan Bantuan Sosial barang dilakukan oleh 

Kepala SKPD kepada penerima Bantuan Sosial setelah 

dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut: 

a. berita acara serah terima bermeterai cukup, 

dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala SKPD 

selaku PA dan penerima Bantuan Sosial, 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 
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Cc. pakta integritas bermeterai cukup, dan 

d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan jika diperlukan. 

2. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua). 

3. Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan 

Sosial dapat dilakukan. 

Paragraf 7 

Pelaporan dam Pertanggungjawaban 

Pasal 49 

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang 

dan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan 

Bantuan Sosial kepada Kepala SKPD. 

Pasal 50 

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan 

berupa barang dicatat oleh SKPD sebagai realisasi 
alami balamin Aanara ai tania ba lania Rantuan Sasial 
KKR AKA PA PEKAN AJA VP My JANIN NAN 

objek belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang rincian 

objek dan sub rincian objek. 

Pasal 51 

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boalemo 

atas pemberian Bantuan Sosial meliputi: 

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati, 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima 

Bantuan Sosial, 

c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh 

baik secara tormai dan material atas penggunaan Bantuan 

Sosial, dan 

d. bukti transfer atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang 

atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan 

Sosial berupa barang. 

2. Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan 

bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. 

3. Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang 

direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

4 mh Ka 2 jua 
AG Ora h 31 : 

mukuan HITOR E eafha "ABU | 
Tt F- mma 

Li era (mna 

  

    

           



a. laporan penggunaan Bantuan Sosial, 

surat pernyataan tanggung jawab yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima 

telah digunakan sesuai dengan usulan: dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau 

salinan bukti serah terima barang bagi penerima 

Bantuan Sosial berupa barang. 

4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada 

Bupati melalui Kepala SKPD untuk Bantuan Sosial 

berupa uang dan berupa barang. 

5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 

tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain 

sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 

6. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi 

dalam rangka percepatan penyampaian laporan 

penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5). 

7. Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima 

Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan. 

T 

Pasal 52 

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan 

dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Boalemo dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 53 

1. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang 

yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan 

Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam 

neraca. 

2. Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa 

barang dikonversikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan 

dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Boalemo. 
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Bagian Ketiga 

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan 

Sebehumnya 

Paragraf 1 

Penganggaran 

Pasal 54 

. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. 

. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial 

yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD. 

. Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak terencana 

sebelumnya dapat mengacu pada estimasi atas 

kejadian tidak terencana tahun sebelumnya. 

. Kepaia SKPD dapat mengusuikan esiuimasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BKAD sebelum 

KUA- PPAS/KUPA-PPAS ditetapkan. 

. Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu 

alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan. 

. Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 

Tidak Terduga. 

Paragraf 2 

Pengusulan 

Pasal 55 

. Kepala SKPD menyampaikan usulan permintaan atas 

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala 

BKAD secaratertulis. 

. Ketentuan mengenai evaluasi kelengkapan, keabsahan 

dan kelayakan usulan Bantuan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap usulan permintaan atas Bantuan 

Sosiai yang tidak dapat direncanakan sebeiumnya. 

  

    
  

AG JP ONAYAKOAH fa" Na : MEN 
um Yak 8 WABUP 

| ,           “i
B 

 



Paragraf 3 

Pencairan dan Penyaluran 

Pasal 56 

. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya diusulkan oleh Kepala SKPD terkait dengan 

tata cara sebagai berikut: 

a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan 

Belanja kepada pejabat pengelola keuangan daerah 

selaku Bendahara Umum Daerah, 

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan 

BTT kepada Kepala SKPD terhitung sejak diterimanya 

KKB dengan memperhatikan ketersediaan, prioritas 

penggunaan anggaran BTT dan kemampuan keuangan 

daerah. 

. RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

nama, alamat dan besaran Bantuan Sosial. 

. Berdasarkan hasil verifikasi RKB dengan ketersediaan, 

prioritas penggunaan anggaran BTT dan kemampuan 

keuangan daerah, BKAD selaku PPKD memproses 

Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan 

Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan SP2D 

Belanja Tidak Terduga untuk ditransfer ke rekening 

bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD. 

. SKPD menyalurkan Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya kepada individu/keluarga 

penerima Bantuan Sosial sesuai dengan RKB yang 

diajukan. 

. Dalam hal masih terdapat Bantuan Sosial tidak 

dapat disalurkan sesuai dengan KKB, maka atas sisa 

Bantuan Sosial tersebut disetorkan ke RKUD. 

. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab penuh secara formal dan material 

terhadap usulan dan penyaluran belanja Bantuan 

Sosial yang tidak direncanakan dan RKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

. Dalam hal keadaan mendesak atau darurat bencana 

pencairan dan penyaluran dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 4 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 57 

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD mencatat Penerimaan dan 

penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya pada buku kas umum 

khusus untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

2. Bendahara pengeluaran / Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD melakukan tutup buku Kas Umum 

Khusus Bantuan Sosial dan meiaporkan 

Pertanggungjawaban kepada Kepala SKPD paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran Bantuan 

Sosial selesai. 

Pasal 58 

1. Pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pemberian 

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

meliputi: 

a. laporan penyaluran Bantuan Sosial, 

buku kas umum Khusus Bantuan Sosial, 

RKB, 

Bukti transfer atas penyaluran Bantuan Sosial 

kepada penerima Bantuan Sosial, dan 

e. bukti penyetoran sisa anggaran BTT ke kas daerah. 

2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf d disampaikan kepada 

Kepala BKAD paing lambat 1 (satu) bulan setelah 

penyaluran Bantuan Sosial. 

0
 

Pasal 59 

Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara 

formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial 

yang diterimanya. 

Pasal 60 

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial 

yang tidak direncanakan sebelumnya dicantumkan 

pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Boalemo dalam tahun anggaran berkenaan. 
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BAB IV 

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

Bagian Kesatu 

Pasal 61 

. Bantuan keuangan partai politik dari APBD diberikan 

oleh Pemerintah Kahunaten Boalemo setian tahun 

2. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah partai politik yang mendapatkan kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan secara proporsional yang 

penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan 

suara. 

4. Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada 

partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan 

suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

S5. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) berdasarkan pada hasil penghitungan 

suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPUD. 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

Pasal 62 

. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik 

dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menangani 

urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

2. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penganggaran Hibah bantuan keuangan 

kepada partai poluk dalan APDPD atau perubahaii 

APBD sesuai ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Pasal 63 

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada partai politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) 

kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek 

belania Hibah bantuan keuangan Kepada partai politik, 

rincian objek, dan sub rincian objek. 
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Pasal 64 

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan 
kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Bagian Ketiga 

Pengajuan Bantuan Keuangan 

Pasal 65 

(1) Pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten 

mengajukan surat permohonan bantuan keuangan 

partai politik kepada Bupati dengan tembusan 

disampaikan kepada Kepala SKPD yang menangani 

urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum 

Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. 

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau 

sebutan lain. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai 

politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap 

kelengkapan administrasi berupa: 

a. surat keputusan DPP partai politik yang 

menetapkan susunan kepengurusan DPD partai 

politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua 

Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik 

atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan 

ketentuan Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga masing-masing partai politik: 

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib 

Pajak, 

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan 

perolehan kursi dan suara partai politik hasil 

pemilihan umum Dewan Perwakilan Kakyat Daerah 

Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten, 

d. nomor rekening kas umum partai politik yang 

dibuktikan dengan pernyataan pembukaan 

rekening dari bank yang bersangkutan, 

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan 

partai politik diprioritaskan untuk pendidikan 

politik, 

laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 
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Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan 

g. surat pernyataan ketua partai politik yang 

menyatakan bertanggung iawab secara formal dan 

material dalam penggunaan anggaran bantuan 

keuangan partai politik dan bersedia dituntut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan apabila memberikan keterangan yang 

tudak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, 

dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas 

meterai dengan menggunakan kop surat partai 

politik. 

Pasal 66 

1. Atas pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (1) dilakukan verifikasi kelengkapan 

administrasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan 

Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan 

Keuangan partai politik tingkat daerah Kabupaten. 

2. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan 

bantuan keuangan partai volitik dibuat dalam berita 

acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi. 

3. Pembentukan tim verifikasi dan pelaksanaan 

verifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Pencairan 

Pasal 67 

1. Pencairan Hibah bantuan keuangan kepada partai 

politik dilaksanakan oleh SKPD yang menangani 

urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan Umum 

Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mekanisme 

pembayaran langsung ke nomor rekening kas umum 

partai politik. 

2. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan 

kepada Kepaia SKPD seiaku PA/KPA melalui Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan: 

a. DPA—SKPD/DPPA-SKPD, 

b. surat pengajuan, 

c. berita acara hasil verifikasi, dan 

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif. 

3. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPD dengan 

alta 4 
Topas Jenguse| Aap wave 

y Na 18 

  

  

               



menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi dan daftar 

kelengkapan dokumen, Kepala SKPD selaku PA/KPA 

menerbitkan SPM-LS. 

4. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

disampaikan kepada Kuasa BUD untuk proses 

penerbitan SP2D-LS. 

5. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Pelanoran dan Pertanggungiawahan 

Penggunaan Bantuan Keuangan 

Pasal 68 

1. Partai politik penerima bantuan keuangan vang bersumber 

dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. 

2. Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti 

penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

Pasal 69 

Partai politik wajib menyampaikan laporan 

pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan yang bersumber dari dana APBD paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

dilakukan pemeriksaan. 

Pasal 70 

Partai politik wajib menyampaikan laporan 

pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 

(satu) tahun sekali kepada Bupati melalui SKPD yang 

menangani urusan/tugas fungsi Unsur Pemerintahan 

Umum Kesatuan Bangsa dan Politik setelah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepublik Indonesia. 

Pasal 71 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban penggunaan 

Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 

Kapas Tenda mua 
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BAB V 

Larangan dan Sanksi 

Pasal 72 

1. Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang: 
a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial 

yang diterima kepada pihak lain di luar usulan 
atau proposal: dan 

b. tidak menggunakan dana Hibah sesuai dengan 
proposal yang diajukan, dan/atau 

c. menggunakan dana Hibah di luar kegiatan sesuai 
dengan proposal yang diajukan. 

z2. Penerima Hibah atau Bantuan Sosiai yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial 

wajib mengembalikan dana Hibah atau Bantuan 

Sosial yang diterima kepada Pemerintah Kabupaten 

Boalemo dengan cara disetor ke rekening kas daerah. 

3. Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak 

mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 

sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam 

pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah atau 

Bantuan Sosial pada pengajuan atau usulan 

berikutnya. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2013, yang telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan 

Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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U pada tanggal diundangkan. 
P orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo 

Di tetapkan di Tilamuta f paaa tanggal, 13 Juli 2021 WAKIL BUPATI BOALEMO 

| ANAS JUSurF 
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LAMPIRAN 1 

(SURAT USULAN BANTUAN SOSIAL DARI INDIVIDU, KELUARGA 
DAN MASYARAKAT) 

SURAT USULAN BANTUAN SOSIAL 

Kepada Yth. 
Bupau Boalerno 
Di- 

Tempat 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 

Nomor KTP 

Aleunai 

Pekerjaan 

Dengan ini saya mengajukan usulan Bantuan Sosial sebesar 
KN an ARENA TTU AANMENELNAENANGE MAL AASEN KIA ANEH DENPASAR (terbilang) kepada 
Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan maksud dan tujuan sebagai 
berikut 

Berikut saya lampirkan dokumen untuk pemenuhan pemberian 

bantuan sosial. Demikian saya sampaikan, atas perkenannya saya 

ucapkan terima kasih. 

NAMA JELAS 

Tembusan : 

|. Kepala SKPD terkait (contoh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boalemo). 

2. Kepala Bapppeda 

  ni 
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LAMPIRAN 2 

(SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEN GUSULAN! 

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH/ BANTUAN SOSIAL) 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama 

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala ') 

No. KTP 

Alamat Jabatan 

Nama Lembaga Alamat Lembaga 

Kes mawanenannaa (Lembaga Pemohon 

bantuan), dengan ini menyatakan bahwa 

1. 

Na 

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data 

yang diajukan di dalam surat usulan/proposal bantuan untuk 
Pahian Ancoaran Aan anahila Aa bamiidlian hari ternyata 

ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap 

bertanggungjawab dan menanggung segala konsekuensi hukum 

yang timbul. 

Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan 
bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materiil 
apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten 

Boalemo 

al- AL MATA KAA TAI ANA barat Ana nran aahanaan kamar taman 
Erin Sur ar Pi xxy CeteattaK LKKK ILY ML IA MAKAR IKA KL DEA Ay Aa KP 

ada unsur paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

"PURE es 

NAMA JABATAN 

NAMA JELAS 

  

  

               



LAMPIRAN. 3 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
(Nama Lembaga Penerima Bantuan) 

TPATITTNT ANTA AA DAN 
L AL LYJIN EVAN 

  

  

          
  

Nomor 

Pada hari ini ............... tanggal............. bulan... tahun 
fa. marak . |yang bertanda tangan di bawah ini: 

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan 

D mand oma set ena Ann mom Na ema Y mamla Tm An D7 71 1/1 TT OIT7 DT 
LIA MA AOA NA NP AAL | 4 NA yA IK PA L KL ALL JLN ta | Wii NJANA LA 

terkait)................. 

Nomor —— seisseswau tanggal.ewses belle 2. teliti so. 

telah melakukan penelitian administrasi terhadap: 

Nama (Lembaga) 

Alamat (Lembaga) 

Nil. Usulan Rp...oooo.oorom 

Dengan hasil sebagai berikut: 

  

  

  

  

  

            
  

  

0. . Tidak 
No Data Administrasi Ada aa Keterangan 

A. | Kelengkapan proposai usuian hibah/ 

bansos : 

1 | Identitas dan alamat pengusul 

2 | Latar belakang 

3 | Maksud dan tujuan 

4 Rincian rencana kegiatan (jadwal 

pelaksanaan kegiatan) 

5 ( Rincian rencana penggunaan hibarnh/ 

bansos (rincian anggaran biaya) 

p3a Porgamaan | Jasa msue 
  

                  
  

 



  

No. Data Administrasi Ada Tak Keterangan 
ada 

  

Dokumen Administrasi 
  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KIP) 

Ketua/pimpinan badan, lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan ") 
  fotokopi Akta Notaris pendirian badan 

hokum yang telah mendapat pengesahan 
dari Kementer ian yang membidangi hukum 

atau Keputusan Guberriur tentang 
pembentukan organisasi/lembaga atau 
dokumen lain yang dipersamakan ") 
  

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ") 

Fotokopi surat keterangan — domisili 
organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan) 
setempat atau sebutan lainnya "d 
  

lembaga dari instansi yang berwenang ") 
fotokopi izin operasional/tanda daftar 

Fotokopi sertifikat tanah / bukti 
kepemilikan tanah atau bukti perjanjian! 
sewa bangunan/gedung dengan jangk 
waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun atau 
dokumen lain yang dipersamakan “) 
  

suratpernyataan tanggung jawab 
bermeterai cup") 
  

salinan rekening bank yang masih aktif 
atas namabadan, lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan 
  

Fotokopi SK kepengurusan atau) 
dokumen yang dipersamakan") 
    10. bantuan yang pernah diterima tahun 

sebelumnya apabila ada (tanda terima 
laporan pertanggung-iawahan!|”) |           

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Catatan : 
“disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon. 

KETUA TIM EVALUASI 

(NAMA JELAS) 

  

KA 
-u 

  
senat Jasa B: 
  

  
  

         



LAMPIRAN 4 

(BENTUK SURAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL EVALUASI HIBAH/BANTUAN 
SOSIAL DALAM BENTUK UANG, BARANG ATAU JASA) 

KOP SKPD/UNIT SKPD 

Nomor ala nana 20 

Sifat 3 meremas 

Lampiran | mena Kepada 

Hal : surat pemberitahuan Hasil 

evaluasi Hibah/Bantuan Yth. Pemohon Hibah/Bantuan 
Sosial 

di 

Tilamuta 

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan 
Sosial “yang diajukan kepada Gubernur sesuai surat Nomor......... 
tanggal nisa Kal aa dan setelah dilakukan penelitian 
administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan 
permohonan hnibah/bantuan sosiai sebagaimana dimaksud tidak 
dapat diproses atau dikurang menjadi Rp.......... "), 

Atas pengurangan tersebut untuk menyampaikan Rencana 
Penggunaan Hibah/Bantuan Sosial "). 

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan 

, terima kasih. 
t Kepala SKPD 

(Nama Jelas) 

Tembusan : 

1. Bupati Boalemo 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Selaku Ketua TAPD 

“) pilih salah satu 

“x) apabila ditolak (tidak dapat diproses) 

apabila dikurangi (atau dikurang menjadi Rp........... ) 

  

  

  

OAaG , 
Oa gi Lp ABU? | 

Kk ( | -           
 



FORMAT 5 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN 

SOSIAL 

  

No. Nama Penerima Alamat penerima Jumlah 
  

  

      Dst         

  

KAE ps Dara 

RUMUM Tok 
Kg : 

MMABUS $ 
  

             



LAMPIRAN. 6 

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH BERUPA UANG) 

Nomor Il Ia 0 MemnEK aa kkibNekagasanasa 20... 

Sifat | dika 

Lampiran Ao Nnapwawemagnana Kepada 

Hal : Permohonan Penandatanganan 

NPHD a.n. (nama pemohon Yth. Kepala SKPD 

hibah) (Nama SKPD/UNIT SKPD ) 

di 

Sehubungan dengan Hibah Daerah yang diajukan, kami: 

Nama ANA PANAI 

Alamat 5 MnorwanmMNNesNNKNa 

Nominal Sebesar SAE Mba tammsa ana 

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut : 

1. Rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah definitif 
telah sesitai dengan rincian anggaran hiava /rencana 
penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh (Nama SKPD/). 

2. Berkenaan hal tersebut untuk kami mohon untuk dapat 
dilaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
ana Anaraena Irntastirn .— #nunnmtrra Anlam Dhawntrrmaw 
NILAI 44 Cal AH Ie ea La Cl J 9215 CA CALL LA AL A4 Cak Ca LL & A54 Cat A1 CALL 

Bupati Boalemo Nomor ............ TAU eos tentang 
TERNNME KANAK (Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata 
cara pemberian hibah/bantuan sosial). 

Deinikiai surat perinohonan penandatanganan NPAD ui 
disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan 
terima kasih. 

PENERIMA HIBAH, 

(NAMA JELAS) 

  

    
AA baroani lass serah MnBUP 

Y L :            



Pada, hari Ia sec sas tanggal 

LAMPIRAN. 7 

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG) 
PERJANJIAN 

ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

DAN 

(NAMA PENERIMA HIBAH) 

TENTANG 

.. ... 

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

l. 

1. 

Nama... 

Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD / UNITSKPD (sesuai dengan 

Nama SKPD / UNIT SKPD dan alamat pejabat penandatangan), 

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 

Nama : 

Jabatak: sana : Berkantor di dlik Kowe , dalam hal ini 

menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/ Kepala 

Daerah yang bersangkutan fHibah untuk Pemerintah/Pemerintah 

Daerah) dan Pegal. omowsosxa 

Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/ 

Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor sisa yang 

dibuat dihadapan Notaris di ....... sebagaimana telah disahkan 

melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat 

Takun Berita Negara Repubuk Iudgonesia Nomoi 

Tahun ...... tanggal ...... dan tambahan Berita Negara Nomor .... 
Tahun 5 

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/ Organisasi 

Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya 

sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

  

Kepala SKPD /UNIT SKPD 

Penerima Hibah 

KABAG t 
Kulkum onfonsena A83 MABU? | 

V 1 5 

      
  

  

    

             



ND
 

10. 

11 

12. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

tamah man Tan Am NT mon man 1 Dalannan DANA bo NAN en an me Dasala man An la mann mua Ma mma 
HD LIMALIP VP LIMALIH AN YAL1Y1 1 1 ALI ALI Ka JIN MI LAI KM ML IOI MAL Iyan a 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung 
Tarra h Karanadn Nbanrn IT amhbarann Naaarn Rani ahlil- ImnAnnmnain Pahiin DANA 
HAN AMP KEK AKAL KAPAN AK LK VN PALA YAN ELENPUAL NASA LVN PAT NA BNN PANTI LAN BARNAN KAN NPANA AKAL WAK APP 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Renuhlik Indonesia Nomor 498A|:65 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Noni 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lidonesia Nomor 5254, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9165): 
  

  
  

       



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233): 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655): 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114), 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 

1781), 

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi. 

(nama SKPD) Nomor ........ tanggal sexcoo. , PARA PIHAK sepakat 

untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat 

dan ketentuan sebagai berikut 

Pasal 1 

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

IU) FIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK 

KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA 

| asu rupiah). 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai 

dengan Rencana Penggunaan Hibah/ Proposal yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah 

daerah ini. 

(3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertujuan untuk 

  

Kepala SKPD /UNIT SKPD | | 

| Penerima Hiban | | 

  

  

  

: JP NMMPaa skala, 

Usa aa 4 WABUS | 

             



Pasal 2 

PENGGUNAAN 

(IN PIHAK KENITIA maencainaban halania hihah heruna ana vuy Tana KIJUA menggunakan Delarma hiban “pa tang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan 
Rencana Penggunaan Rencana Penggunaan Hibah / Proposal. 

Pasal 3 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK 
KEDUA 

() PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang 
disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh 
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi 
oleh PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain selain yang tertuang 
dalam NPHD ini. 

(3 PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah. 

(4 Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 
Kepala SKPD/ Unit SKPD yang meliputi laporan keuangan dan 
laporan kegiatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran 
herikaitnya 

(5 PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan, 
menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang- undangan. 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK 
PERTAMA 

(l) PIHAK PERTAMA mencairkan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA 
alat tea ata Ira Aramiman Dal: DILTIAY TTIITA saahila aah akh 

Kk atu UX CA KPK KE SIX Xx LAS KAKTALN MAN LX AKAL KAN LINI Ka VA LN AP PKK Siar ta 

persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah 
dipenuhi oleh PIHAK KEDUA. 

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/ 
belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan 
dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

  

| Kepala SKPD /UNIT SKPD ' | | 
| Penerima Hibah | 

    

  

  

  
Tapa Ta E sapa | mu: | 

           



Pasal 5 

SANKSI 

(1 J 4 pr A0 AMA & AL X4 kan KERANA CAKAR Akar kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dan/ atau melaksanakan kegiatan tidak 
sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka harus mengembalikan 
dana Hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui 
rekening Kas Daerah. 

Demikian Perjanjian Hibah imi dibuat dan ditandatangani di Tilamuta 
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dna), masing- 
masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang 
sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar 
untuk PIHAK KEDUA. 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

NAMA JABATAN, KEPALA SKPD / UNIT SKPD (NAMA SKPD / 

UNIT SKPD ), 

NAMAJELAS 

NIP/ NRP”) 
) bagi penerima hibah instansi Pemerintah NAMA JELAS 

NIP sa 

  LX 

ANABUP | 
  

yan 
| KAPAG | Onagpanasi 
f pa roR 
, 

  SS
 

      
 



LAMPIRAN. 8 

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA) 

PERJANJIAN 

ANTARA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

DAN 

(NAMA PENERIMA HIBAH) 

TENTANG 

TITONATOTOTOT ANT TTTTDATT TNAT AKA TAAT 
& AAIVALILJLNAL KAN KELLIL UKK KAL AKAL KAV LINYALN 

Pada hari Ibi a tenggal uas bulat sama tahan esa j 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

Il. Nama........ 

Dalam Jabatan Kepala SKPD/ UNIT SKPD 
berkantor di Jln. 
Kanananananaannnnaan dalam hal ini menjalani jabatannya 
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan 
Bupati Nomor ...... Ceri AE ena sena 

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 

II. Nama : 

.Tahatan , herkantar di .Iln , dalam hal ini 

menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/ Kepala 

Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah 

Daerah) dan Pasal............. 

Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/ 

Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor 21 yang 

dibuat dihadapan Notaris di ...... sebagaimana telah disahkan 

melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat 

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

Tahun ...... tanggal ...... dan tambahan Berita Negara Nomor .... 
Tahun $ 

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/Organisasi 

Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya 

sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: |   

Kepala SKPD /UNIT SKPD 

Penerima Hibah 

f Ka AG : 1 
PMI 2 KAHTON pa MABU? | 

sak. i 

  

  

  

  

  

         



ND 
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10. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Tam Anam ex NM mn amm naa Dasa nan ayam 
Undang-Undang INU11101 1 Tahun 2 2004 teritang I Ci UC Gahar aaii Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Tanssuns Jaw ah Keuansan Nesara Tam baran Nasara Renublik Indonesia 

kh Ah 1554 235 Ke IN KA MAh Anya 1. “34 Warna NA WA depan Ne PA An 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Renuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamhahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):65 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pernbeniukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6139), 

  

  

  
Ona Pe anon se ANABUS 

5 - 
£.              



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233), 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157), 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114|: 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 

Nomor 1781), 

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai rekomendasi (SKPD) 

Nomor.... Tanggal ....... . PARA PIHAK sepakat untuk melakukan 

Perjanjian Hibah dalam bentuk barang/jasa, dengan syarat dan 

ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

(l) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada 
PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK 
PERTAMA dengan rincian barang sebagai berikut: 

  

| Jumlah | Spesifikasi | Nilai hana 

  

    

-A - - Tama Pb AA 

NO Pranna Barang/ “928 Barang/Jasa | Barang/Jasa (Barang/Jasa| “5 

Jumlah             
  

(2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/ 

  

    

    

1 

ag Nonngazan fee se mBue 

LA ALI Nae          



Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
naskah perjanjian hibah daerah ini. 

(3) Pengguna hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertujuan untuk ................. 

NTP EL NLALKINA LEMAK KELAPA MM AGAN LA MIL LANOAMA PAMA Ay AL YA) Ui RAYA 1YP) 

dalam bentuk barang/ aset, maka / aset tersebut menjadi milik 
PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/ neraca PIHAK KEDUA. 

Pasai 2 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(l) PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA 
dengan jenis/ spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan 
keiengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oieh 
PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain. 
(3) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa. 
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah 

hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal in ayat (3), dan 

menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa 
Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat i (satu) 

bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat 
tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK 

PERTAMA 
(| PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila 

seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas perigajuan 
penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA 
dan dinyatakan iengkap dan benar. 

(2) PIHAK PERTAMA menunda penyerahan hibah barang/jasa apabila 
PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhl persyaratan dan 
kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi 

atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang 
diberikan kepada PIHAK KEDUA. 

Pasai 4 

PENYERAHAN HIBAH 

BARANG/JASA 

(1) Untuk penyerahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus 

mejengkapi dokumen sebagai berikut: 

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus, 

  

  

          

KABAG: TON AO Ass MIABUP 

   



Cc. surat pernyataan tanggungjawab bermeteral cukup, dan 

d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2)IPIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK 
PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa 
sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang- 
undangan. 

(3)Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA 
dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

Pasal 5 

SANKSI 

(l) Apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah barang/jasa 
sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan Hibah 
barang/Jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA. 

(2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah 
dan/ atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan/ atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau 
Laporan Audit, maka dapat dilakukan penundaan dan/ atau 
penolakan dalam pengajuan usulan dan/ atau pencairan hibah 
dan/ atau bantuan sosial. 

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Tilamuta 
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum 
yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) 
eksemplar untuk PIHAK KEDUA. 

PIHAK KEDUA NAMA JABATAN, PIHAK PERTAMA 

KEPALA SKPD / UNIT SKPD (NAMA 
SKPD / UNIT SKPD ), 

NAMA JELAS NAMA JELAS 

NIP (bagi penerima hibah instansi Ne en wewna 

Pemerintah) 
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LAMPIRAN. 9 

(PAKTA INTEGRITAS HIBAH) 

PAKTA INTEGRITAS 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...... Tahun ...... dan 
Peraturan Guberriur Nomor ..... Tahun , dengan rat kami yang 
bertandatangan di bawah ini: 

Nama 
No. KTP/ NIP/ NRP ") 
Jabatan 
Nama Lembaga 
Alamat Lembaga 

Sebagai penerima hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Pahuparan 
Boalemo Tahun Anggaran ......... sebesar Rp .. . ane Wear 
rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 

  

No. Uraian Kegiatan/ Penggunaan Juniah Rp. 

  

dus Nama Kegiatan .......... Rp. 
(Uraian Belanja ) Rp. . . ...... 
(Uraian Belanja) Rp. sa a0xa 

  

          

Contoh : 
Beianja Konsumsi Rp.50.000,- 
Belanja ATK Rp.20. 000, - 

2, Nama Kegiatan ............ Rp. 
Uraian Belanja) Rp... ........ 
Uraian Belanja) Rp. ............ 

Contoh : 
Belanja Konsumsi Rp.50.000, - 
Belanja ATK Rp.20.000, - 

JUMLAH KAP: an semasa 
KESELURUHAN” j..... 

Iaasa PA PAN RON ana ana 
  

Dengan ini menyatalcan bahwa : 
Il. Akan melaporkan dan mempertanggurigjawabkan penggunaan dana 

hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupatan Boalemo kepada 
Bupati melalui BPKD selaku PPKD dengan tembusan ......... 
(Nama SKPD ) paling lambat tanggal 10 bulan Maret tahun 
anggaran berikutnya, 

|)
 Akan melalcsanalcan kegiatan sesuai dengan proposal yang 

diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani, serta 
bertanggungjawab secara formai dan material atas penggunaan 
dana hibah yang diterima. 

3. Tidak akan mengalihkan anggaran belanja hibah kepada pihak lain, 
dan 

4. Bersedia dituntut sesuai dengan hukum vang berlaku di 
Republik Indonesia apabila dikemudian hari terdapat 
penyimpangan /penyalahgunaan dana hibah yang diterima. 
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Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlalc ini dibuat di 
atas meterai secukupnya untuk dapat dipergunalcan sebagaimana 
mestinya. 

Telamarrta 
4 MOALILU LA, 

NAMA JABATAN 
(meterai 10.000) 

(NAMA JELAS) 
NIP AP rs Wal 1) 

) bagi penerima hibah instansi pemerintah 

  

    

    

r 1 

| epa E ae 
i | : z      



LAMPIRAN. 10 

(PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL) 

OP LEMBAGA 

PAKTA INTEGRITAS 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ......... TEbtb seseas dan 
Peraturan Bupati Nomor 
ssi Tahun Naaah dengan ini Kami yang bertandata gai dibawah 

ini : 
Nama 
No KTP 
Jabatan 
Nama Lembaga 2: 
Alamat 

Sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk uang dari 
Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran ......... sebesar 
RP ak Sea (Hasan rupiah) yang akan digunakan untuk 
kegiatan sebagai berikut : 

Hi Bnn dea 0 ai YD.— 
MJ MILILALI NY. 

  

  

    
  

        

No. Uraian Kegiatan/ Penggunaan 

Ta Nama Kegiatan ..... 
(Uraian Belanja ) Rp. RP mama 
(Uraian Belanja ) Rp. ............ 

Contoh : 
Belanja Konsumsi Rp. S5 50.000,- 

Belanja ATK Rp. 20. 000:- 

2, NamaKegiatan.:..::: 
UraanBelanja)Rp..:.:.. NI bea 
UraanBelanyja) Rp.:.... 

Conton : 
Belanja Konsumsi Rp. 50.000,- 
Belanja ATK Rp. 20.000,- 

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 

BAN Re ee MNNaRSAPANANNS NT Mama -a 

  

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1 Akan melaporkan dan mempertanggunsjiawahkan penggunaan dana 
bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Boalemo 
Kepada. some moelalui soo Juum.a dengan 
tembusan .............. (Nama SKPD / UNIT SKPD ) paling lambat tanggal 
10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya, 

Akan melaksanakan Kegiatan sesuai dengan prioposai yang 
diusulkan, serta bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan dana bantuan sosial yang diterima, 

3. Tidak akan mengalihkan anggaran belanja bantuan sosial kepada 

pihak lain, 

4. Bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik 

tk
) 
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Indonesia apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan/ 
penyalahgunaan dana bantuan sosial yang diterima. 

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat diatas 
meterai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Tilamuta, 

NAMA JABATAN 

(meterai 10.000) 

(NAMA JELAS) 
NIP MB seonenssmerebikin ss 1 

) bagi penerima hibah instansi pemerintah 

  

  

-P “tara” sa Twaur | 
&— 1 '          



LAMPIRAN 11 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / JASA 

Pada hari ini......... tanggal......... bulan ......... “Eaiuah. nami Kami 
yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama NE EA NAN Be 

Jabatan : Kepala SKPD / UNIT SKPD: er 2 t0oe senada 

Alamat NP REA Pe Banana Dan Rae KN MIN EA 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama MANA SEN KN NU Ka an ERA LTEKEK En Bia 

Jabatan . Hianorikesa Hibah /Bantuan Sosial 

Alamat Si sma wamnntana nee NN NN ENG KENA AKB 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
Nomor...... Tahun...... Tanggal........ 1) PIHAK PERTAMA 
menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 
menyatakan  teiah menerima barang dari PIHAK PERTAMA 
berupa daftar terlampir: 
  

Jumlah Spesifikasi Nilai 
Barang/Jasa | Barang/Jasa | Barang/Jasa Keterangan No. | Nama Barang / Jasa 

  

1   
  

  Jumlah         
  

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini 

dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut 
dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita 
acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung 
jawab PIHAK KEDUA, memelihara/ merawat dengan baik serta 
dipergunakan untuk keperluan (ternpat dimana barang itu 
dibutuhkan). 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

NAMA JABATAN KEPLA SKPD/UNIT SKPD 

Selaku 

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA 
BARANG/KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN /KUASA PENGGUNA 

  

    

            

BARANG 

(NAMA JELAS) 
NIP (bagi penerima hibah instansi 

pemerintah) 
(NAMA JELAS) 

4 Untuk Hibah DIP eonerano anna 

P3 massa foo | sera Tamu: | 
1, - 

 



LAMPIRAN 12 

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL 

LAPORANPENGGUNAAN 

HIBAH/ BANTUAN SOSIAL/ 

renon un nana unuunua nun (Nama Lembaga) 

TAHUN ANGGARAN 

LOGO 

LEMBAGA 

NAMA LEMBAGA ALAMAT



KATAPENGANTAR 

SURAT PERNYATAAN BERMETERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA 

HIBAH / BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/RAB/NPHD 

DAFTAR ISi 

A. Laporan Keuangan 

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesuai 
RAB) 

(sesuai format bawah ini) 

  

No. Uraian Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 
Keterangan 

  

            
  

Rincian Realisai Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan 
Sosial 

(sesuai format dibawah ini) 

  

No. Uraian Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
Saldo 

(Rp) 
Keterangan 

  

            
  

B. Laporan Kegiatan 

- Pendahuluan 

- Pelaksanaan Kegiatan 

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Rekening Koran 

Bukti Setoran Pengambilan sisa Dana Hibah ke Kas Daerah" 
(jika ada sisa dana hibah) 

C. PENUTUP 

- Kesimpulan 

LAMPIRAN — LAMPIRAN 
“) pilih salah satu 

  

KAYAG 
Hi 

SE WABUP 
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LAMPIRAN. 13 

SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL”) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

No. KTP/NIP/NRP ") 
Jabatan 
Nama lembaga 
Alamat Lembaga 

so.oooorooroconarurunuuuuuuaususnranuasanaasanaaaaa 

"o..ccocococounuuunuuuaranusaussursannnaaauaaaana 

sococcocoreruununanauaanuaaasunuaauaaaaaaaaanaaa 

soococoereeenununananuunsaaananaaaaaaunaaaaa 

soo. ssuususssasnusssuanasnusnan 

.o..ocoooocococoronaruuuunuanausuuuuanuannuuanasanana 

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah/Bantuan Sosial 
dari Pemerintah Daerah Kaputen Boalemo Tahun Anggaran ............. 
Sebesar RD wwe btn pin eaRgNNaaeN rupiah) telah digunakan sesuai 
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD) yang telah 
ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 
dengan .....nnnaaaan mama lembaga " /Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) dan Proposal yang diusulkan”), dan saya bertanggung 
jawab atas penggunaan dana hibah/ bantuan social tersebut baik 

secara pidana maupun perdata dan tidak melibatkan Pihak 
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat diatas meterai untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tilamuta, ...... oo 

  

(materai Rp. 10.000 

      

.o.occcerurususuasanunaaakanaauaaaananaaana 

1 pilih salah satu 
Sa untuk Hibah 

#) untuk Bantuan Sosial 
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LAMPIRAN. 14 

(USULAN BANTUAN SOSIAL INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DALAM 
BENTUK UANG DARI KEPALA SKPD/UKPD) 

  

KOP SKPD/UNIT SKPD 

Nomor Ia 52J——ewasaa “0 eiarieesi bs eeeKn 20 
Shae oo moon 

Lampiran 5 na Kepada 

Hal : Usulan Permohonan Bantuan 

Sosial Kepada Individu dan/atau Yth. Bupati Boalemo 

Keluarga dalam bentuk uang di 

Tilamuta 

Sesuai Peraturan Bupati Boalemo Nomor ...... Tahun ...., 
dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

Nip 

Jabatan 

Dengan ini mengajukan usulan permohonan social atas : 

Nama 

NIK/Nomor KK 

Alamat 

Jenis Kelamin 

Usia 

Alamat 

Besaran 

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kepala SKPD/UNIT SKPD, 

(Nama Jelas) 

Naa 

Tembusan : 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo 

2. Kepala Bapppeda Kab. Boalemo 

3. Kepala BKAD Kab. Boalemo 

ae mau? | 
    

               



LAMPIRAN. 15 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI 

BANTUAN SOSIAL 

  

No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah 

  

| 
— 

  

  

  

    u
l
a
l
w
I
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LAMPIRAN. 16 

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

(HIBAH IBANTUAN SOSIAL #) 

TAHUN ANGGARAN 

NAMA SKPD/UNIT SKPD 

ALAMAT



KATAPENGANTAR 

DAFTAR ISI 

A. PENDAHULUAN 
B. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 

Rencana/Usulan Program / Kegiatan 

isesuai format bawah irij 

  

  

            
  

  

  

              
  

- PERMASALAHAN 

- PEMECAHAN MASALAH 

. PENUTUP 

- Kesimpulan 

- Saran 

LAMPIRAN — LAMPIRAN 
“) pilih salah satu 

Uraian Anggaran 
No. Lembaga Program/Kegiatan (Rp) Keterangan 

1 l — 

- Realisasi Program Hibah/Bansos") 

(sesuai format dibawah ini) 

Ia Lembaga Uraian | Anggaran | Realisasi | Saldo | Kemana 

Program /Kegiatan (Rp) (Rp) (Rp 8 

C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAI 

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN SECARA UMUM 

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN YANG 
MENUNJANG PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BOALEMO 

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

  y 
ARIABUP | 
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LAMPIRAN. 17 

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL YANG 
TIDAK TERENCANA 

KOP SKPD/UKPD 

Naa oo oo Ii KeKlmaakan “me AURNAReANORAKRASANRNN AN 20... 

snat oo 5. gni enikenasKaan 

Lampiran Si Kenewmmemmuneana Kepada 

Hal : Surat Usulan RKB Bantuan 

Sosial Yang Tidak Yth. Kepala BKAD Kab. Boalemo 

Terencana 

Di 

Tilamuta 

Sesuai dengan Surat usulan dari Individu/keluarga atau surat 
usulan dari kepala SKPD/Unit SKPD, dengan ini saya mengajukan RKB 
Bantuan Sosial yang tidak Terencana Atas : 

Nama 

NIK/Nomor KK 

Alamat 

Jenis Kelamin 

Usia 

Alamat 

Besaran 

Nomor Rekening 

(dalam hal lebih dari satu penerima dapat dibuat lampiran) 

Berdasarkan hasil verifikasi, nama tersebut di atas dapat diberikan 

Bantuan Sosial yang tidak terencana. 

Demiklian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEPALA SKPD/UNIT SKPD 

NAMA JELAS 

NIP, ssivanenvwsanenn mannga 

Tembusan : 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo 

2. Asisten Perkeonoian dan Keuangan Setda Kab. Boalemo 

3. Inspektorat Kabupaten Boalemo 

  

  

    

a
a
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LAMPIRAN. 18 

SURAT PENYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN SPP-LS HIBAH/BANTUAN SOSIAL 
/HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ") 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Ne “aras uan an Gaes 

Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit SKPD ") 

SKPD/Unit SKPD : 

sococococeceseraununaeeasunuaaanunanasananuunaasasanuuaauunana 

#roooooocorococorcananurunanuanunuaanannananaranananananannaa 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi pengajuan SPP-LS nomor 
... Sehesar Rpr. yang d diajukan aleh Rendahara Pengeluaran / Bendahara an ea an 2 

Pengeluaran Pembantu “) untuk keperluan permintaan pembayaran hibah/bantuan 
social /Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik “) beserta bukti kelengkapannya 
sebagaimana checklist terlampir. 

a, mat Dara ata A4 Ni taahnnx Ananr MAAN ANA CAD 

KORAN Urat Ci 4. y araan Ki Giruat sebagai Layan ptaiiyiapani wi 

keperluan pembayaran hibah/bantuan social ") 

Tilamuta, oo 

Pejabat Penataushaan Keuangan 

SKPD/Unit SKPD 

#) pilih salah satu 

  |   
  

z0
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CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG 
HIBAH 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Kode Rekening 

Uraian Kode Rekening 

  

Nomor SPP-LS 

Nilai SPP-LS 

Terbilang 

Kelengkapan Dokumen SPP-LS 

No. Kelengakapan Dokumen Sesuai Tidak Sesuai 
  

1 | DPA/DPA-SKPD 
  

Surat usulan pencairan hibah dari calon 

penerima Hibah 
  

3 | Keputusan Bupati tentang Daftar penerima 
hibah 
  

NPHD 
  

Pakta integritas hibah dari penerima Ma 
      ON 

j
a
i
 

Fotocopy Rekening bank yang masih aktif       
  

Mengetahui : 

TATAP EA, neon ta ms ata renang 
Pejabat Penatausahaan 

Keuangan 
Petugas Verivikator SKPD/Unit SKPD “) 

NIP NIP 

  

    
Kagas mapan "2 
Bulu TOR E senafa | amaus 

Ft — Y J 

             



CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG 
BANTUAN SOSIAL 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Kode Rekening 

Uraian Kode Rekening 

  

  

  

  

  

Nomor SPP-LS 

Nilai SPP-LS 

Terbilang 

Kelengkapan Dokumen SPP-LS 

No. Kelengakapan Dokumen Sesuai Tidak Sesuai 

1 | DPA/DPA-SKPD 

2 | Surat usulan pencairan Bantuan Sosial Pa 0 

3 | Keputusan Bupati tentang Daftar nama 
penerima bantuan social berupa uang ataua 
barang 

4 | Pakta integritas hibah /bantuan social ") dari 
penerima 
            5 | Fotocopy Rekening bank yang masih aktif 
  

Mengetahui : 

TNO UtA, Mm asa 
Pejabat Penatausahaan 

Keuangan 
Petugas Verivikator SKPD/Unit SKPD ") 

sa sa “mi 

  

                

Fee



LAMPIRAN. 19 

(SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL) 

Hal : Usulan Permohonan Kepada 

Pencairan Hibah/Bantuan Yth Kepala SKPD/Unis SKPD (contoh 

Kepala Dinas Sosial Prvonsi Kab. 

Boalemo 

Di, 

Tilamuta 

Sesuai surat usulan, dengan ini saya mengajukan usulan 
permohonan pencairan hibah/bantuan sosial “) atas: 

Nama : 

NIK/Nomor KK/NIP 1 35) 

Jabatan : NE) 

Nama Lembaga 1 "2 

Alamat 

Besaran 

Nomor Rekening 

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(Nama Jelas) 

“) Pilih Salah Satu 
Ti NID diisi untuk namori akh Pusat, Da imwtah Doarnh Inin tm Ora at 

tea pemerintah & ho NALAN AI MALAKA LA CAN CAK AKALAA 

“xx) diisi untu Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lain BUMN, 

BUMD,BUND, bada lembaga organisasi 

  

        

| T biasa Dad 
| Hugum Kahiror - RABU? | 

L L L        



LAMPIRAN 20 
CONTOH FORMAT : 

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERMOHONAN BELANJA HIBAH 

Pemohon A Neisana ne De NN UE SAN KEP NUNAR NAN NN UN HO AA KE NEsana 

Nama NAN R NN AKAN E Ann uan en ANN ana angan Pa Kanaan NUN AS 

Alamat NEON AN anna NAN NN BAAK ENI 

No. Telp/Hp. D KE SRE AAA Kena meea sense Kangen ane mua si SANAK NUN 

Tanggal DAR e meme NwamaaNa mneaaN AM NNNeNNaNNENENNANN NK EKANNR KAKAK SKT 

Hibah Kepada Pemerintah Pusat 

Pemerintah Daerah Lainnya 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 

Badan atau Lembaga 

L
u
 

      TI 
A
O
N
 

  Organisasi Kemasyarakatan   

Persyaratan (V) : 

1. Surat Permohonan   

Tandatangan yang berwenang dan cap 

Rincian rencana penggunaan dana 

2. Proposal 

Latar belakang 

Maksud dan tujuan 

Hasil yang diharapkan 

Lokasi pelaksanaan 

Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan 

Data umum organisasi/ lembaga 

Alamat lengkap 

Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga/organisasi 

TN
 
D
A
 

Rencana anggaran biaya 
  

    Nomor rekening bank yang masih beriaku   

. Nomor NPWP lembaga (bagi yang diwajibkan) 
  

  Penutup   

3. Salinan/ fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan/ Pengurus/Kepala Daerah/ Direksi— 

4. Salinan/fotocopy rek. Bank yang masih aktif atas nama instansi/lembaga/ orgarrsasi 

  kemsayarakatan/masyarakat/ rekening kas umum daerah       5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan (khrasds 

untuk kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan BUMN atau BUMD) BE 

    

        FEE      



6. Surat keterangan domisili lembaga/organisasi dari desa/kelurahan setempat diketahui 

oleh camat | | 

7. Surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan dari Kantor 

Kesbanglinmas Kabupaten Boalemo 

  

8. Salinan/ fotocopy Akte Notaris 
  

    9. Dokumen Teknis (untuk tujuan penggunaan bangunan /fisik) 

10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh PPKD/SKPD Teknis/terkait 

  

LU
UU

 

“) Disesuiakan dengan syarat — syarat masing — masing penerima hibah 

  
  

              

Kakin nenas Pn 

(tempat), (tgi/ bulan) 

Tim Verifikasi PPKD/ SOPD 

1.Nama Pem Tanda Tangan................. 

Nip 

2.Nama bana banar BEN Tanda Tangan... 

Nip 

3.Nama PN aa Tanda TANgAN........o...i.. 

Tepak ap Jeoop (mu: | 
erie hi



CONTOH FORMAT : 

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Pemohon 0 ..ooccococccococcoccococoarunausuuuruanunusunuununaananasanaanana nan an ana 

Nama ena sananan 

Alamat daan SNN EN BBB Bu 

No. Teip/Hp. Panai RARE AI 

Tanggal SENI PON PPT CP PPID PAN AS NAN ANA INA PSA 

  

    Bansos Kepada : 1. Masyarakat 
  

2. Kelompok Masyarakat 

Persyaratan (V) : 

1. Surat Permohonan 

  Tandatangan yang berwenang dan cap 

Rincian rencana penggunaan dana (Masyarakat/ Kelompok Masyarakat) 

Jumlah bantuan sosial yang dimohonkan (Masyarakat/ Kelompok Masyarakat) 

U
U
 

L 

Identitas lengkap pemohon (individu dan keluarga) 
  

2. Proposal 

Latar belakang 

  

  
  

    Maksud dan tujuan   

Hasil yang diharapkan 

Lokasi pelaksanaan 

Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan 

  Data umum Masyarakat/Kelompok Masyarakat 

Ll 
L 
Li 
L 
L Alamat lengkap 

Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan kelompok masyarakat 

Rencana anggaran biaya 

Nomor rekening bank yang masih berlaku 

Nomor NPWP lembaga (bagi yang diwajibkan) 

Penutup 

  

3. Salinan/ fotocopy KTP, Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku atas nama pemohon 

bantuan sosial 

4. Salinan/ fotocopy rek. Bank yang masih aktif atas nama pemohon bantuan sosial 

5. Surat keterangan domisili pemohon bantuan sosial dari desa/ kelurahan setempat 

diketahui oleh camat Ll 

6. Salinan/ fotocopy NPWP lembaga L 

  

      

aa Dasafhaa 3 
rdkum Kanaan jasa WABUS | 

      —
 

 



7. Surat keterangan tidak mampu (unutuk penanggulangan kemiskinan, bantuan berobat, 
  

bantuan lanjut usia (jompo) 
  

  

8. Surat rujukan dari Puskesmas/RSUD (bantuan berobat)       

9. Salinan/ fotocopy Kartu Jamkesmas/Jamkesda atau sejenisnya (bantuan berobat) 

10. Pernyataan lain yang ditentukan oleh PPKD/SKPD teknis/terkait Ll 

“) Disesuiakan dengan syarat — syarat masing — masing penerima hibah 

ea 20... 

(tempat), tgl/ bulan) 

Tim Verifikasi PPKD/SOPD 

t.Nama ea Ba Nana Tanda Tangan............. 

Nip 

2.Nama NAS L EP EN EINEMENEN NMR ANN Tanda Tangan............. 

Nip 

3.Nama Ba NN ANN KUNDAN anna Tanda Tangan............. 

    

“WABU? : 
  

  

KABAG OonegiBA Danga 
HURUM TOR 

    Fr
 

    A
A
 

 



LAMPIRAN. 21 

CONTOH FORMAT 

REKOMENDASI PENGANGGARAN HIBAH DAN BANSOS 

DARI PPKD/SOPD 

KOP SOPD 

    

2 Am ce aman aa 1 0 an dan “da anna ni nan “Vena Dan mm, di m0 
SELANTANU LA, LALIBHAL, VULALI, LALI ML 

Nomor : Kepada : 

Lampiran : Yth, Bupati Boalemo 

Perihal : Rekomendasi hasil C.g. TAPD Kabupaten Boalemo 

Evaluasi proposal di 

Tilamuta 

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan 

(proposal) belanja hibah/bantuan sosial") yang disampaikan oleh pihak 

ketiga kepada kami. Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi 

Belanja Hibah/Bantuan Sosial"), dengan ini kami merekomendasikan 

proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan 

pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan 

MA On Imam Ns ITA Ini N.A 
INA LIL / INYAE LIL 1 Perubalari nu Anggatai...... (Gariar rekap 

terlampir) 

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

PPKD/ KEPALA SOPD 

NTANAA 
IN NVIA 

NIP 
“dapat diseuaikan dengan peruntukan baik hibah dan bansos dalam bentuk uang 

maupun barang dan jasa dalam APBD atau APBD Perubahan 

  

  
  

         



CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN /PROPOSAL HIBAH/PROPOSAL 

BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG" 
  

  

  

    

| BESARAN/ 
URAIAN ALAMAT 

NO NAMA CALON JUMLAH NILAI YANG 
USULAN PENERIMA 

DISETUJUI 

1 

Dst             

PPKD/KEPALA SOPD 

NAMA 
KT 
ini 

(ag aa 
J KARAG 

Muna 

  

    

owasianea | | 
xaNton 

        

sanga awas: | 
    

 



CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT REKOMENDASI 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN /PROPOSAL HIBAH/PROPOSAL 

BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA" 
  

  

  

  

                    

REKOMENDASI | 
URAIAN ALAMAT JUMLAH 

NO | NAMA CALON JUMLAH | JUMLAH 
USULAN | PENERIMA UNIT 

UNIT (Rp) 

i 

Dst 

PPKD/KEPALA SOPD 

NAMA 

#Format dapat disesuaikan dengan usulan hibah dan bansos baik dalam bentuk uang 

Kira 
INir 

maupun hibah dan bansos dalam bentuk barang dan jasa. 

  

    
  

  

| xapaa Jodhanacan 
| elu KANTOi 

       


